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PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola asas-asas transparan, akuntabel,

partisipastif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang

sudah di tetapkan pemerintah dalam Permendagri 113 tahun 2014.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan dari awal hingga akhir yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban, hal tersebut dilakukan dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
secara periodik.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menerangkan bahwa:

1. Tahap Perencanan, dilakukan sesuai dengan prosedur dari pembuatan RPJM
enam tahunan dan dilakukan musdus dilanjutkan dengan musdes dan yang
terakhir musregbangdes. Musyawarah dilakukan untuk pembuatan RKPDesa
yang di musdeskan di pendopo balai desa, hingga menjadi APBdesa. RAPB
dilakukan mulai dari Kepala Desa hingga diserahkan ke bupati gresik melalui
Camat Manyar, tetapi dalam proses perencanaan tidak terdapat bukti
administrasi yang tepat. Maka Desa Morobakung dalam proses perencanaan

dikatakan belum sepenuhnya accountable.
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Tahap Pelaksanaan, pencairan ADD dilakukan oleh kaur keuangan atau
bendahara desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di
setujui oleh Sekertaris desa dan Kepala Desa, kemudian bendahara melakukan
pembayaran. Maka Desa Morobakung dalam proses pelaksanaan dikatakan
accountable

Tahap Penatausahaan, Pengelolaan Keuangan Desa didalam Desa
Morobakung sudah menggunakan acuan yang sesuai dengan lampiran dalam
Permendagri 113 tahun 2014 mulai dari Rancangan Anggaran Biaya (RAB),
pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku
pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes. Teknis
dalam penatausahaan dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun
pertanggungjawaban bendahara sementara ini telah sesuai dengan Permendagri
nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Morobakung dalam proses penatausahaan
dikatakan accountable.

Tahap Pelaporan, Pengelolaan Keuangan Desa Morobakung telah terlaksana
tepat waktu sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan
bahwa laporan realisasi semester pertama hingga semester akhir yang berupa
laporan realisasi APBDes.

Tahap pertanggungjawaban, Desa Morobakung telah dilaporakan oleh
Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang
menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan

laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah
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yang masuk desa, serta laporan penggunaan Alokasi Dana desa tahun
anggaran. Pertanggungjawaban Desa Morobakung sudah melakukan
pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, maka
dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban desa Morobakung sudah

accountable atau bertanggungjawab sebagaimana mestinya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang
dilakukan. Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara yang berarti
pengumpulan data melalui observasi dan tanya jawab terhadap objek pengamatan
hanya sebagai pengaman, sehingga hanya memperkirakan dan percaya sepenuhnya
dengan jawaban Narasumber dan bukti foto. Penelitian ini tidak menggunakan
seluruh sampel informan yang ada di Desa, karena masyarakat yang ditunjuk
sebagai informan ditunjuk langsung oleh Sekretaris Desa sehingga hasilnya kurang

bisa digeneralisasi.

5.3 Saran

Penelitian ini hanya membahas teknis pengelolaan keuangan desa yang
berdasarkan peraturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu mengenai
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabannya.
Penelitian ini tidak membahas secara mendalam dari setiap komponen pengelolaan
keuangan desa dan tidak pula membahas seluruh kegiatan Keuangan beserta
nominal keuangan desa karena penelitian ini hanya membandingkan kesesuaian

undang-undang dengan aplikasi di lapangan.
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Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan

keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk tahapan pembinaan dan

pengawasan dalam desa
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